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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Bedasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan di Kantor Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pasca 

pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga berhasil membawa perubahan bagi 

masyarakat Desa Selelos.  

Hal ini dapat dikatakan berhasil karena pelaksanaan pelayanan publik 

pasca pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 

berhasil memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat. Kantor 

Desa Selelos dengan berbagai upaya, mewujudkan tujuan pemekaran desa mereka 

dengan mendapatkan banyak pujian dan respon yang positif dari masyarakat yang 

menerima pelayanan yang Kantor Desa Selelos berikan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari 4 indikator yang peneliti gunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 

pelayanan publik pasca pemekaran, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan dan daya 

tanggap. Sehingga dengan adanya pemekaran Desa Selelos membawa banyak 

dampak positif bagi masyarakat Desa Selelos pada khsusunya dari segi pelayanan. 
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Hal ini dapat dilihat dari keempat indikator yang peneliti gunakan sebagai 

acuan dalam menilai baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh 

organisasi pelayanan publik kepada masyarakat Desa Selelos pada khusunya.  

1.2 Saran  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Kantor Desa 

Selelos sehubungan hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Pj. Kepala Desa Selelos agar sarana dan prasarana yang belum 

memadai agar segera dilengkapi. 

b. Untuk perangkat kerja Desa Selelos agar lebih memahami mengenai 

tugas dan fungsi kerja masing-masing, serta bisa mengaplikasikan 

komputer dengan baik. 
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